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ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan bank yang dalam pelayanannya memberikan layanan
bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam
semua bentuk transaksinya. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga.
Pelarangan inilah yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Riba
adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan
persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam. Riba
dapat terjadi pada segala jenis transaksi termasuk transaksi pada produk bank
syariah.permasalahan hukum dalam praktek masih diperlukan suatu kajian sejauh mana
layanan perbankan syariah bebas dari unsur riba.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memberikan gambaran
mengenai permasalahan yang-aktual-berdasarkan-fakta yang ada. Sifat penelitian
menggunakan metode yuridis normatif. Dengan data yang dipergunakan berupa data
sekunder yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk
meunjang penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, berupa data primer melalui
wawancara dengan pejabat di Bank Muamalat dan BNI Syariah, data penunjang ini
digunakan dengan sampling purposive. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa riba
dapat terjadi pada segala jenis transaksi termasuk transaksi pada produk bank syariah.
Meskipun bank syariah memiliki label syariah termasuk pada segala jenis produknya yang
artinya sesuai dengan syariat islam bukan berarti dalam prosesnya benar-benar sesuai
dengan syariah. Untuk itu setiap calon nasabah perlu mengetahui berbagai prodak yang ada
pada bank syariah dan prodak-prodak tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Norma-norma tentang perbankan syariah telah mencakup prinsip-prinsip sebagaimana
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan
peraturan pelaksanaannya , hanya pelaksanaannya di dalam praktek masih terdapat layanan
bank yang belum bebas dari unsur riba. Untuk dapat mengembangkan perbankan syariah
tentunya perlu adanya evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap
praktik perbanka syariah serta mensosiolisasikannya kepada masyarakat untuk
mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang perbankan syariah.
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ABSTRACT

Islamic banking is a bank that in its services provide interest-free service to customers.
Payment and withdrawal of interest prohibited in all forms. Islam prohibits all Muslims
withdraw or pay interest. In this case of violation has proved the difference between Islamic
Bank and Convensional Bank. Usury is the determination of interest or excessive amount
of the loan when the collection is based on a certain percentage of the principal amont of
the loan, which is charged to the borrower. Usury can occur in all types of transactions
including in Islamic banking products. The purpose this study is to examine wether Islamic
Banks have consistently implemented the ciolations of usury as set out in the rules of
Islamic Banking.

This research uses qualitative descriptive method gives an overview about actual
problems based on real facts. The nature of research using the juridical normative juridical
and sociological, whereas the data type that is used as a support in the form of an interview
at muamalat bank and BNI Syariah and secondary data with primary law materials which
consist of law No. 10, 1998 juncto Law No. 7, 1992 on Banking as well as Law No. 21,
2008 on Islamic Banking and other laws and regulations.

The results of this study is in all types of transactions including Islamic banking
products. Although Islamic banks have sharia label included on all kinds of products,
which means in accordance with Islamic law does not mean in the process in really in
accordance with sharia. Therefore it is important for every individual to know what
products in islamoc banks are still far from the sharia system in the process of
implementation. So all Muslims are not traped in transactions that contain usury elements,
that always forbidden by Allah SWT.
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